
trIALIKOTA PAYAKUMBI'H
PROVIilSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATT'RAN WALIKOTA PAYAKT'MBI,'H
NOMOR:6\TAH[ N 2019

TENTANG
PENJABARAI{ PERTAI{GGUNCT.TAWABAN PEL/II(SAI{AAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL/IITJA DAERAH
TAIIT'N ANGGARAN 2018

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l'embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

: 1.

2.

Menimbang

DEI{GAN RAIIMAT TT'IIAIT YANG MAIIA ESA
WALIKOTA PAYAKT'MBIIH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2Ol9 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu

ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrba}:an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 8577) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 terrtang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 ter.tar,g Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}eule 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47 12);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4so2l;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

s219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 terrlang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6041);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970

tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan



Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10);

24. Perat:urar. Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Nomor 25);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol8 (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 8) Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor



Menetapkan

8);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun

2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2Ol8 (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2019 Nomor );

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah RP

b. Dana Perimbangan RP

c. Lain-Lain Pendapatan RP

yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai RP

2) Belanja Bunga RP

3) Belanja Subsidi RP

4) Belanja Hibah RP

5) Belanja Bantuan Sosial RP

6) Belanja Bagi Hasil RP

7) Belanja Bantuan RP

Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga RP

94.2A7 .442.O42,OO

565.250.189.0i8,O0

48.995. 137.964,00

Rp 7Oa.532.769.O24,AA

Rp 313.862.704.296,00

303.285. 170.661,00

0,00

0,00

4.a63.322.426,OO

4.635.000.000,00

0,00

r.o79.211 .209 ,OO

0,00



b. Belanja l,angsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan

Jasa

3) Belanja Modal Rp 149.445.424.991,00

Jumlah Belanja

Surplus/ (De1isit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 86.917.296.761,00

b. Pengeluaran Rp 4.500.000.000,00

Rp 14.515.771.750,00

Rp 238.572.846.724,00

Rp 402.534.043.465,00

Rp

Rp

7t6.396.747.761,OO

17 .863 .97 I .7 37 ,OO\

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang

berkenaan

Rp 82.411.296.761,OO

Rp 74.547.3L8.O24,OO

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam l,ampiran I Peraturan Walikota Payakumbuh ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I. 1 Peraturan Walikota

Payakumbuh ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dar Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

Payakumbuh ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal I Aguc"tl zo'5

Q,fnt-tr
OTA PAYAKUMBUH,

FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tangga-I 0 Ag,rrtuc -zo9

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR C \

I
+t*"


